ELAKANGAN im,
kasus penembakan
dan tewasnya enam
anggota laskar FPI menjadi
perhatian serius disebabkan
beragamnya informasi yang
dicerna masyarakat. Di satu
sisi, pihak Polda Metro Jaya
Jakarta sudah menyampai-
kan informasi resmi menge-
nai apa dan bagaimana insi-
den itu terjadi. Di sisi lain,
pihak FPI menyampmkan ju-
ga informasi yang isinya ber-

ampaikan oleh kepolisian.

Perbedaan versi dari dua
pihak yang terlibat langsung
memunculkan tanda tanya
besar dari publik, pengamat,
dan pihak-pihak yang berke-
pentingan. Tidak kurang
Komnas HAM, Kontras, [PW
(Indonesian Police Watch),
ormas sosial-keagamaan,
anggota DPR bereaksi keras
dan mendesak dibentuknya
tim pencari fakta indepen-
den untuk mengungkap in-
formasi obyektif.

Sementara, ada juga jur-
nalis yang melakukan inves-
tigasi langsung atas insiden,
yang oleh sementara pihak
disebut sebagai “tragedi ke-
manusiaan”, terindikasi pe-
langgaran HAM, unlawfull
atau extrajudicial killing.

Dalam konteks penyiaran
informasi, adakalanya kita
dihadapkan pada informasi
sahih dan tidak sahih. Dalam
simpang siur semacam ini
diperlukan validasi, verifika-
si, dan justifikasi untuk
mengurai kebenaran infor-
masi versi setiap pihak yang
terkait. Siapa atau pihak ma-
na mengatakan apa dan ba-
gaimana untuk kepentingan
apa. Versi itu kadang sedap-
sedap ngeri juga. Sebagai-
mana insiden itu, tentu dibu-

BRI =

tuhkan pembuktian dan va-
liditas i!afnrmasi menjadi ka-

melibatkan sumber infor-
masi, penyampai, konten in-
formasi, dan tujuan penyam-
paian informasi. Dalam kon-
teks tersebut ada tiga jenis
informasi yang tidak sahih.

Pertama, misinformasi,
vaitu informasi salah yang
disampaikan dengan tujuan
baik dengan tanpa disadari
atau diketahui oleh si pe-
nyampai bahwa kualitas dan
tingkat kebenaran informasi
tersebut sebenarnya tidak
akurat, tidak benar atau ti-
dak lengkap. Lazimnya ini
terjadi disebabkan si pe-
nyampai tidak melakukan
cek dan ricek atas kebenar-
an serta keterpercayaan
sumber informasi.

Kedua, disinformasi, yaitu
informasi yang salah dan ke-
salahan tersebut diketahum
oleh si penyampal namun
tetap disampaikan atau dise-
barkannya untuk tujuan ter-
tentu baik untuk melindungi
diri, kepentingan atau ke-
lompoknya, bahkan untuk
menegasikan atau mendis-
kreditkan pihak lain.

Ketiga, malinformasi, yaitu
informasi yang benar namun
disampaikan dan dimanfaat-
kan untuk kepentingan ter-
tentu yang akan mengun-
tungkan diri, kelompok, dan
kepentingannya, atau dalam
rangka menjatuhkan, meng-
ancam atau merugikan pihak
lain.

Kesetaraan

Kesetaraan di hadapan hu-
kum merupakan asas yang
mengisyaratkan bahwa siapa
saja atau pihak manapun
bisa saja melakukan kesalah-
an dan pelanggaran hukum,
baik masyarakat atau aparat,
rakyat atau pejabat, pengua-
sa sekalipun.

Adanya kasns-kasus hu-
kum yang menjerat kepala
daerah, anggota dewan,
menteri, bahkan aparat pe-
negak hukum (misalnya ter-
jerat tindak pidana korupsi)
menunjukkan bukti bahwa
tidak ada yang maksum (5u-
ci) dari kemungkinan ber-
buat kesalahan yang melang-
gar hukum.

Apakah ada yang kebal
hukum? Entahlah. Beberapa
fenomena memang menge-
sankan “tebang pilih”, meng-
undang tanda tanya menga-
pa prosesnya berlarut-larut,
seperti diambangkan, tidak
dilakukan proses hukum,
atau seperti menguap tidak
jelas apa dan bagaimana
penyelesaiannya.

Ada nama terduga yang
raib entah ke mana, lalu
tidak jelas bagaimana upaya
pihak penegak hukum mela-
kukan penyidikan, penyeli-
dikan, penangkapan tersang-
ka dan seterusnya.

Semua orang dan pihak
yang mempunyai integritas
untuk menjunjung supre-
masi hukum dan tidak men-
jadikan (kepentingan) politik
sebagai panglima semestinya

Pikiran

Informasi dan Keadilan

akan berupaya mendorong
dan melaksanakan penegak-
an hukum dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya.
Di antara amunisi bagi
tegaknya proses dan putusan
hukum yang adil dalam sua-

* tu kasus hukum adalah ada-

nya informasi yang sahih,
benar, akurat dan lengkap.

Dalam konteks tadi, publik
dan berbagai pihak di dalam
negeri, juga pengamatan ma-
ta internasional sedang meli-
hat dan memperhatikan ba-
gaimana dan kemana arah
perjalanan insiden KM-50
tol Jakarta-Cikampek ini.

Tentu banyak pihak yang
berhati nurani sehat tidak
ingin menyaksikan adanya
permainan  misinformasi,
disinformasi, atau malinfor-
masi dalam penanganan ka-
sus yang sangat serius terse-
but dilakukan oleh pihak
manapun. Apalagi jika men-
jadi kriminalisasi-politisasi.

Tegaknya keadilan adalah
pekerjaan rumah setiap rezim
pemerintahan yang meme-
gang kekuasaan. Ujian paling
berat bagi penguasa justru
bukan menegakkan keadilan
di tengah rakyat, melainkan
menegakkannya terhadap ka-
langan diri sendiri, aparatur
dan birokrasi yang memiliki
hubungan, kedekatan, bah-
kan berfungsi sebagai pilar
kekuasaanya.

Dalam hal ini, penguasa
harus menundukkan political
will-nya di bawah mekanis-
me supremasi hukum agar
negara ini masih trusted ek-
sistensinya. Dalam hal imi pu-
la, bukanlah suatu aib jika di
hadapan hukum negara ka-
lah oleh (individu) rakyat.
Tragedi itu adalah bila hu-
kumlah yang dikalahkan oleh
syahwat kekuasaan/politik.
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Umrah

BIJB beri diskon un-
tuk maskapai dan trans-
portasi.

- Ditambah pandemi,
penumpang makin sepi.

vaksin

PENGADAAN
vaksin‘'butuh anggaran

Rp 73 triliun.
- Awasi ketat, jangan

sampai diembat.
virus
Varian baru virus co-
rona di Ingris kini sudah
sampai ke Singapura. X
- Mencegah lebih baik
daripada mengobati (la-
gu).

b

Kisah berikut im1 sarat
pelajaran. Khalifah Ali bin
Abi Thalib, tanpa disadari
menjatuhkan baju besi darn
untanya. Kemudian dia meli-
hat baju besinya itu ada pada
seorang Yahudi. Gagal
melakukan pendekatan
kekeluargaan, masuklah ka-
sus itu ke pengadilan.

Syuraih yang diangkat Ali
sebagai hakim memintanya
mendatangkan dua orang
saksi. Namun, salah seorang
saksi yaitu Hasan putera Ali
sendin, ditolak hakim demi
objektifitas proses hukum.
Hakim Syuraih memutuskan
baju besi tersebut tetap men-
jadi milik orang Yahudi,
yang kemudian mengemba-

likannya kepada Alj.***
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